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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara 

hukum, Indonesia meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Hal 

tersebut berarti bukan hanya masyarakat saja yang harus tunduk pada hukum, 

tetapi penguasa dan penyelenggara negarapun dalam melaksanakan kekuasaan 

dan penyelenggaraan negara juga harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.1  

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsepsi tersebut sehingga 

prinsip “kepastian hukum” dalam rechtsstaat dipadukan dengan prinsip 

“keadilan” dalam the rule of law.  Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi 

memasukan unsur-unsur baik dari keduanya.  Dan pilihan yang prismatik seperti 

ini menjadi niscaya karena pada saat ini sudah sulit menarik perbedaan yang 

substantif antara rechtsstaat dan the rule of law. Kepastian hukum harus 

ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan didalam masyarakat juga tegak.  

Dalam praktek, perpaduan ini kemudian sering kali menimbulkan ekses 

kompilatif ketika konsep yang semula dimaksudkan sebagai integrasi dari 

keduanya ternyata dipilih-pilih salah satunya sebagai alternatif yang lebih 

                                                             
1 Paulus Effendi Lotulung, Pengembangan Negara Hukum di Indonesia, Gema Peratun No. 10 
Triwulan II, edisi September 1997, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1997, hal.85. 
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menguntungkan dalam kasus konkrit, baik oleh penegak hukum maupun oleh 

yustisiabelen2 

Penyelenggaraan kekuasaan yang merdeka sebagai salah satu ciri Negara 

hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila. Peradilan harus bersikap netral, dan 

bertindak bijaksana, adil dan tegas tanpa turut dicampuri oleh siapa pun baik dari 

badan yudisial sendiri  (dari dalam), maupun dari badan extra judicial (dari luar)3 

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 ditetapkan susunan badan peradilan yaitu 

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-

badan  peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungaan peradilan militer, lingkungan  peradilan  

tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Sistem peradilan di Indonesia baik sebelum maupun sesudah amandemen 

UUD NRI 1945 MA-RI merupakan puncak dari badan-badan peradilan di empat 

lingkungan peradilan. Empat lingkungan peradilan yang terdiri dari 1 (satu) 

lingkungan peradilan umum dan 3 (tiga) lingkungan peradilan khusus yaitu : 

agama, militer dan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut 

masing-masing memiliki badan peradilan (Pengadilan) tingkat pertama dan 

banding. Badan-badan peradilan tersebut berpuncak pada sebuah Mahkamah 

Agung. Masing-masing lingkungan badan peradilan mempunyai kompetensi 

(kewenangan mengadili) sendiri. 

                                                             
2 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2012, hal. 26. 
3 Sjahran Basah, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan  Administrasi, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 1989), hal. 11. 
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Kompetensi lingkungan badan peradilan diatur dalam Undang-undang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan  Badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, 

peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara4 ; 

Untuk lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai sub sistem dari sistem 

peradilan di indonesia berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan 

Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 

Peratun) dalam Pasal 47 mengatur tentang Kompetensi Pengadilan Tata Usaha 

Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan 

pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang 

diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. 

PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di 

tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) 

untuk tingkat banding. Namun ada sengketa tata usaha negara yang menjadi 

kewenangan PT. TUN sebagai pengadilan tingkat pertama, salah satunya berupa 

perkara mengenai keputusan melalui upaya administrasi5  

                                                             
4 Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman 
5Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha 

negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. 

Dalam UU Peratun obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata 

usaha negara ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau 

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, 

individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 

hukum perdata,6 dan Pasal 3 UU Peratun7.   

Namun, pasca Undang-undang RI No. 30 tentang Administrasi 

Pemerintahan, yang terbit tanggal 17 Oktober 2014 (UUAP), obyek sengketa di 

PTUN tidak hanya keputusan TUN, akan tetapi tindakan nyata dari badan atau 

pejabat pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 UUAP menyebutkan bahwa : 

angka 7. 
Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata 
Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya 
disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan 
atau Pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
angka 8. 
tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan 
adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara 
lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
 

Pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan merupakan pengujian 

terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan 

                                                             
6Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
7 Pasal 3 Undang-undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih dikenal dengan istilah fiktif 
negatif. 
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sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum 

yang secara efektif dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam Undang-undang. 

Terbitnya Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan merupakan hukum materiil dalam sistem peradilan tata usaha 

negara.8 Namun dalam Pasal-Pasalnya mengatur kompetensi PTUN, seperti dalam 

ketentuan Pasal 21 (sengketa penyalahgunaan wewenang) dan Pasal 53 (fiktif 

positif). Hal ini membawa konsekuensi adanya perluasan kompetensi absolut 

PTUN, menguji tindakan pemerintahan. Namun akan menimbulkan 

permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi PTUN sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengontrol 

tindakan pemerintahan, antara lain, PTUN diberi kewenangan menentukan ada-

tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat administrasi 

berdasarkan permohonan badan atau seseorang pejabat administrasi. Bagaimana 

apabila ada perbedaan dengan putusan hasil persidangan Peratun; 

Eksistensi UUAP merupakan perwujudan dari sistem tata kelola dan 

managemen administrasi pejabat pemerintahan di Indonesia, hal ini dikarenakan 

ada sejumlah ketentuan yang bersifat universal yang terkandung dalam asas-asas 

umum pemerintahan yang baik telah dinormakan dan diperkuat sebagaimana yang 

termuat dalam Pasal 10 UUAP.  Selain itu yang sangat fenomenal dan hal ini juga 

merupakan bagian dari hasil penelitian ilmiah yang sering disarankan untuk 

                                                             
8Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan 
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diundangkan yaitu berkaitan dengan diskresi atau yang dikenal dengan freies 

ermessen, yang oleh Diana Halim Keontjoro9 merupakan kemerdekaan bertindak 

administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah 

yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, dimana peraturan 

penyelesaian untuk masalah itu belum ada. 

Tindakan diskresi atau yang dikenal dengan freies ermessen tersebut 

memang merupakan sarana pejabat pemerintahan untuk bertindak guna 

menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bekaitan dengan pelayanan publik, 

namun tidak jarang oleh karena tindakan tersebut telah menimbulkan ekses 

hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 

dirugikan, oleh UU Peratun dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara 

di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Selain kewenangan atas inisiatif dan karena delegasi dalam bidang 

perundang-undangan ini, pemerintah juga mempunyai droit function, yaitu 

kekuasaan untuk menafsirkan (baik memperluas maupun mempersempit) sendiri 

mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat enunsiatif. Meskipun sebagai 

konsekuensi logis dari freies Ermessen pemerintah diberi kewenangan atas 

inisiatif, delegasi dan droit function dalam perundang-undangan, namun bukan 

berarti pemerintah boleh berbuat sewenang-wenang. Pemerintah dilarang 

melakukan tindakan-tindakan yang bersifat detournement de pouvoir (melakukan 

sesuatu diluar tujuan kewenangan yang diberikan) atau onrechtmatige 

                                                             
9 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal.41. 
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overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa), sebab setiap 

perbuatan pemerintah yang merugikan warganya karena detournement de 

pouvoir atau onrechtmatige overheidsdaad dapat dituntut dimuka hakim baik 

melalui peradilan administrasi Negara maupun melalui peradilan umum10 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya berupa menerima, memeriksa, 

mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara tersebut, 

sering melakukan pemeriksaan sengketa tata usaha Negara baik yang dalam 

gugatan penggugat memuat hal “diskresi” dalam gugatannya dan bertujuan untuk 

menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dijadikan obyek gugatan. 

Sejak diundangkannya UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, ditemukan data bahwa PTUN Pekanbaru telah menerima dan 

mendaftarkan sengketa TUN sebagai berikut11 : tahun 2014 sebanyak 46 perkara, 

tahun 2015 sebanyak 56 perkara12, tahun 2016 sebanyak 53 perkara13 dan tahun 

2017 sebanyak 65 perkara14 dan dari data tersebut perkara yang diperiksa, diadili 

                                                             
10 http://ollakoko.blogspot.co.id/2012/01/penggunaan-azsas-diskresi-dalam.html, diakses pada 
hari Kamis, 18 Januari 2018 Pukul  20 : 22 
11 Data diambil di Bagian Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 
tanggal 18 Januari 2018. 
12 Pada tahun 2015 ditemukan data bahwa dalam perkara Nomor 49/G/2015/PTUN.Pbr. diperiksa 
dan diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b 
yaitu terkait dengan diskresi pejabat pemerintahan. 
13 Pada tahun 2016 ditemukan data bahwa dalam perkara Nomor 38/G/2016/PTUN.Pbr. diperiksa 
dan diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b 
yaitu terkait dengan diskresi pejabat pemerintahan 
14 Pada tahun 2017 ditemukan data bahwa dalam perkara Nomor 55/G/2017/PTUN.Pbr. diperiksa 
dan diputuskan oleh Hakim Tunggal yang diperiksa dengan Acara Cepat Jo. Pasal 98 dan Pasal 99 
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dan diputuskan oleh PTUN Pekanbaru terkait dengan pengujian diskresi pejabat 

pemerintahan adalah dengan Nomor Perkara 49/G/2015/PTUN.Pbr., Perkara 

Nomor 5/G/2016/PTUN.Pbr., Perkara Nomor  38/G/2016/PTUN.Pbr., dan Nomor 

Perkara Nomor 55/G/2017/PTUN.Pbr. 

Perkara 49/G/2015/PTUN.Pbr., Penggugat adalah Susantoni Alwi dan 

Tergugat adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak, Kecamatan 

Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar yang telah menerbitkan keputusan yang 

digugat oleh Penggugat berupa : 

(1) Keputusan Rapat Pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan 

Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 

2015 Tentang  Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan 

Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Peraturan Bupati 

Kampar  Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten 

Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon kepala Desa Terpilh M. Razali. SR 

nomor urut 2  ( dua ) ; 

(2) Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala 

Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS I ( Model C- KWK ) ; 

(3) Berita acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala 

Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara TPS II ( Model C- KWK ) ; 

                                                                                                                                                                       
UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan menggunakan ketentuan 
Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu terkait dengan diskresi pejabat pemerintahan 
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(4) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunggan Perolehan Suara di Tingkat 

Desa/ Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 pada TPS I 

TPS II  ( Model D1 s/d D6 PPWP ) dan lampiran  (Model D1 s/d D6 PPWP) 

pada hari Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 di Balai Desa 

Subarak ; 

Bahwa persoalan yang menarik dalam sengketa ini adalah perbuatan hukum 

Tergugat yang menerbitkan 4 (empat) obyek sengketa yang dilandasi oleh diskresi 

yaitu sebelum Tergugat in casu menerbitkan obyek sengketa tersebut terdapat 

persoalan hukum yang tidak pernah diatur dalam Perda maupun Perbup 

Kabupaten Kampar terkait dengan pernyataan sah atau tidak sah kertas suara yang 

dicoblos ganda dimana satu coblosan mengenai calon kepala desa dan coblosan 

lainya tidak mengenai calon kepala desa kompotitor lain (tidak mempengaruhi 

suara kompotitor calon kepala desa lain). 

Perkara Nomor 5/G/2016/PTUN.Pbr., Penggugat adalah Rolly Rendra, 

Tergugat adalah Kapolda Riau. Kapolda Riau dalam sengketa ini telah 

menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah 

Riau Nomor: Kep/33/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pemberhentian 

Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rolly Yendra. Dalam sengketa 

ini sangat terlihat penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Kapolda Riau karena 

penggugat dalam perkara ini diberhentikan dari kedinasan Kepolisian berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memvonis penggugat in casu bersalah 

melakukan tindakan pidana. Namun kemudian Rolly Rendra mengajukan 

Peninjauan Kembali (PK) atas vonis tersebut. Bahwa walaupun Putusan PK 
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tersebut masih diperiksa di Mahkamah Agung RI15, Polda Riau melanjutkan 

pemeriksaan dan akhirnya menerbitkan obyek sengketa. 

Perkara Nomor 38/G/2016/PTUN.Pbr., Penggugat adalah Junpayer 

Silaban, Tergugat adalah Ketua panitia pemilihan penghulu balam sempurna, dan 

Tergugat II Intervensi adalah Sukandario. Tergugat dalam sengketa in casu telah 

menerbitkan Petetapan Panitia Pemilihan Penghulu Balam Sempurna No. 

6/PPP/Bls/2016 Tentang Penetapan Calon Penghulu Kepenghuluan Balam 

Sempurna Terpilih Kecamatan Balai Jaya Tertanggal 19 Juli 2016. Dalam 

sengketa ini Tergugat yang eksistensinya sebagai lembaga independen dalam hal 

menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa (Penghulu Balam Sempurna) 

menemukan persoalan dalam hal pemilihan tersebut yang terjadi di 17 Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) terhadap adanya coblos ganda (coblos dengan lubang 

simetris) yang tidak mempengaruhi suara calon kepala desa/penghulu lainnya. 

Dimana dari 17 TPS tersebut, 7 TPS menyepakati bahwa surat suara yang 

dicoblos ganda adalah sah dan 10 TPS menyepakati surat suara yang dicoblos 

ganda adalah tidak sah. Terhadap keadaan tersebut, selanjutnya Tergugat 

mengadakan voting untuk menetukan bagaimana cara menyelesaikan masalah 

tersebut, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa. Bahwa sarana 

voting yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk diskresi, sementara untuk 

                                                             
15 Dalam pendekatan hukum administrasi tentunya kepentingan hukum dari Rolly Rendra yang 
sementara mengajukan upaya hukum luar biasa (PK) maka untuk tertib administrasi seharusnya 
Kapolda Riau menghentikan dan/atau menangguhkan proses pemeriksaan dalam sidang kode 
etik atas nama Rolly Rendra, dalam perkara ini Kapolda Riau melanjutkan pemeriksaan yang 
bersangkutan dan pada akhirnya menerbitkan obyek sengketa. 
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menentukan suara sah atau tidak sah tidak diatur dalam Perda maupun Perbup 

Kabupaten Rokan Hilir. 

Perkara Nomor 55/G/2017/PTUN.Pbr.,16  Para Penggugat adalah Syafril, 

SE, M.Si, Suhermanto, S.Sos., Rahmawati, S.Si., Sarimi, S.Pd., dan Iswandi, 

SE.Sy., (para bakal calon Penghulu Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud), 

Tergugat adalah Bupati Rokan Hilir, yang telah menerbitkan obyek sengketa 

berupa Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 180/HK-HAM/444, tertanggal 13 

September 2017 tentang Surat Penegasan Terkait Permasalahan Pemilihan 

Penghulu Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud. Dalam sengketa ini terdapat 

diskresi yang dipakai oleh Tergugat untuk memerintahkan jajaran terkait agar 

proses pemilihan kepala desa di kepenghuluan Kasang Bangsawan dihentikan, 

sedangkan baik dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, 

PERDA maupun Perbup Kabupaten Rokan Hilir, tidak ditentukan adanya 

kewenangan Tergugat untuk menghentikan proses pemilihan dalam satu desa. 

Diskresi yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang Administrasi 

Pemerintahan (UUAP) telah diwujudkan melalui norma tertulis namun apakah 

kemudian dalam menguji keabsahan diskresi pejabat pemerintah tersebut Hakim 

PTUN menggunakan pendekatan rechtmatigheid (juga termasuk wetmatigheid) 

ataukah karena diskresi merupakan dimensi kebijakan sehingga pengujiannya 

menggunakan pendekatan doelmatigheid. 

                                                             
16 Terhadap sengketa ini diperiksa dengan acara cepat sebagaimana yang ditentukan dalam 
ketentuan Pasal 98 dan 99 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. 
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Substansi penyelesaian sengketa atas diskresi pejabat pemerintah di 

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan wujud dari negara hukum yang 

mengenal adanya Pengadilan Administrasi, namun apakah setiap gugatan yang 

memuat diskresi merupakan kewajiban hukum bagi para Hakim untuk 

mempertimbangkan diskresi tersebut, atau diskresi tersebut hanya merupakan 

kamuflase dari fundamentum petendi maka hal tersebut memunculkan persoalan 

hukum bagi penyelesaian sengketa sebagai pemenuhan atas asas persidangan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Penulisan tentang pengujian diskresi pernah ditulis dalam Tesis yang dibuat 

oleh Tri Cahya Indra Permana17 dengan judul “Pengujian Keputusan Diskresi 

Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”, namun pengujian terhadap diskresi 

tersebut menguraikan tentang pengujian diskresi sebelum adanya UUAP. Oleh 

karenanya sangat menarik bila tulisan  dalam tesis ini membahas kembali 

pengujian diskresi pasca terbitnya UUAP. 

Berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian terhadap penyelesaian sengketa atas terbitnya suatu keputusan pejabat 

pemerintahan yang diterbitkan berdasarkan diskresi, maka akan dianalisis berkas 

perkara yang telah disidangkan terhitung sejak pemberlakukan UUAP tanggal 17 

Oktober 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. 

Untuk itu, tesis ini mengambil judul Pengujian Diskresi Pejabat 

Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

                                                             
17 Tri Cahya Indra Permana, Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, 
Tesis, Semarang, tahun 2009 
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2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pekanbaru. 

A. Masalah Pokok. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah pokok tesis ini yang akan 

penulis angkat adalah : 

1. Bagaimana eksistensi diskresi pejabat pemerintahan sebagai landasan yuridis 

penerbitan keputusan tata usaha negara berdasarkan Undang-undang RI 

Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan? 

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa atas diskresi pejabat pemerintahan 

dan legal reasoning Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara? 

C.   Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui eksistensi diskresi pejabat pemerintahan sebagai landasan 

yuridis penerbitan keputusan tata usaha negara berdasarkan Undang-undang 

RI Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 

2. Untuk mengetahui rekonstrukri proses penyelesaian sengketa atas diskresi 

pejabat pemerintahan dan legal reasoning Hakim Pengadilan Tata Usaha 

Negara.  

Adapun kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut : 

1. Teoritis, diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan hukum 
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mengenai eksistensi diskresi yang dipakai oleh Pejabat Pemerintahan sebagai 

dasar tindakan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara. 

2. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan : pertama, dapat memberikan 

kontribusi bagi para pembentuk Undang-undang dalam melakukan legislasi 

pada umumnya, dan khusus terhadap Undang-undang dalam bidang peradilan 

tata usaha negara, kedua, lebih terjaminnya landasan hukum bagi masyarakat 

terhadap penyelesaian sengketa yang ditimbulkan oleh diskresi yang dipakai 

oleh pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan atau keputusan tata 

usaha negara. 

D. Kerangka Teori. 

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat 

dalam tesis ini adalah Teori Negara Hukum, Teori indepedensi dan Teori Diskresi, 

yang dijabarkan oleh Penulis sebagai berikut : 

1. Teori Negara Hukum. 

Uraian mengenai negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian 

Konstitusi. Setiap konstitusi negara didalamnya terdapat pengaturan dasar serta 

cita dan tujuan yang hendak dicapai negara atas penyelenggaraan negara. Selain 

itu didalam setiap konstitusi dilakukan pengaturan atas keberadaan organ-organ 

negara serta hak-hak dasar dari warga negara.18 

Tujuan negara yang dilaksanakan oleh aparatur negara dan organ-organ 

negara dapat diketahui dari konstitusi negara yang bersangkutan. Melalui 

                                                             
18 Faried Ali, Nurlina Muhidin, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom, Refika 
Aditama, Bandung, 2012, hal. 19 
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konstitusi suatu negara dapat diketahui mengenai peranan pemerintah dalam 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Sri Soemantri19 mengatakan bahwa : Tidak ada 

satu negara pun yang tidak mempunyai konstitusi, betapapun “kecilnya” negara 

itu. Negara adalah organisasi kekuasaan. Dikatakan demikian, oleh karena dalam 

setiap negara selalu terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik berada pada supra-

struktur politik maupun yang berada pada infra-struktur politik. Seperti diketahui, 

kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain 

atau kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar 

yang tertulis yang mengatur pembatasan kekuasaan dan fungsi ketatanegaraan 

yang bersifat fundamental, menetapkan kerangka tugas ketatanegaraan serta 

menjamin adanya hak-hak warga negara. 

Definisi konstitusi menurut E.C.S Wade sebagaimana dikutip oleh Moh. 

Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam buku Miriam Budiarjo adalah naskah yang 

memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara 

dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut20 apabila dikaitkan 

dengan negara, maka konstitusi memiliki pengertian sebagai kerangka aturan yang 

mengatur suatu kekuasaan yang dibagi di antara berbagai lembaga negara yang 

ada dan mengtur hubungan antara negara dan warga negara21 

                                                             
19 Sri Soemantri M., Sistem Perubahan Konstitusi Dan Konsekuensi Penerapannya di Indonesia, 
Makalah disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII, di Jakarta, 12-15 Oktober 1999. 
20Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cet. III, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, 
hal. 139 
21 A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 40 
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Dari catatan sejarah klasik terdapat dua pendekatan yang berkaiatan erat 

dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani 

kuno politeia dan perkataan bahasa latin constitutio yang juga berkaitan dengan 

kata jus.  Dalam kedua perkataan politeia dan constitution itulah awal mula 

gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di 

antara kedua istilah dalam sejarah.  Dari kedua istilah itu, kata politeia dari 

kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya22   

Negara hukum dalam arti sempit ini memisahkan dengan tegas antara 

negara dengan masyarakat. Negara tidak mencampuri segi-segi kehidupan 

masyarakat, baik dalam segi ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya, sebab 

dengan turut campurnya negara ke dalam segi-segi kehidupan masyarakat, dapat 

mengakibatkan kurangnya kemerdekaan individu. Pada pada tipe negara hukum 

ini timbullah semboyan “laissez faire laissez passer” (biarkanlah berbuat 

biarkanlah lewat). Oleh Utrecht, negara hukum semacam ini disebut negara 

hukum klasik (klassicke rechtstaat). Lapangan pekerjaan administrasi negara 

dalam negara hukum semacam ini, hanyalah membuat dan mempertahankan 

hukum saja. Jadi dalam negara hukum yang sempit ini Hukum Administrasi 

Negara mulai muncul, meskipun masih terbatas. Oleh sebab itulah maka unsur-

                                                             
22 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Ed – ke 5, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2013, hal. 71. 
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unsur yang terdapat dalam negara hukum yang sempit ini memuat adanya 

peradilan administrasi sebagai unsur keempat.23 

Negara hukum modern tujuannya bukan hanya menjaga keamanan tapi 

disebut oleh Lemaire bestuurszorg atau menyelenggarakan kesejahteraan umum 

oleh pemerintah. Konsepsi Negara Hukum modern menempatkan Negara pada 

posisi yang kuat dan besar dalam beberapa literatur disebut Negara Kesejahteraan 

atau “welfare state”.24  

Konsepsi negara kesejahteraan pertama kali dicetuskan oleh Beveridge 

seorang anggota Parlemen Inggris dalam reportnya, yang mengandung suatu 

program sosial, dengan perincian antara lain tentang : 

1. Meratakan pendapatan masyarakat ; 

2. Usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal (from 

the cradle for the grave); 

3. Mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya ; 

4. Pengawasan atas upah oleh Pemerintah ; 

5. Usaha dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan 

lanjutan/latihan kerja, dan sebagainya.25 

                                                             
23Donald A. Rumokoy, Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi 
Negara di dalamnya, dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, 
Yogyakarta, 2001, hal. 13. 
24Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 37. 
25Lihat, Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan 
Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 8 
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Pengertian negara hukum (rechtsstaat) dapat dihadapkan dengan negara 

kekuasaan (machtsstaat) yang memiliki ciri autoritarisme dan totaliterisme.26 Sri 

Soemantri melihat ada empat unsur yang harus dipenuhi oleh Negara Hukum : 

1. Bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas 
kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun 
yang tidak tertulis ; 

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi (dan warga negara) ; 
3. Adanya pembagian kekuasaan (distribution of power) dalam negara; 

dan  
4. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan). 

 
Keempat unsur tersebut membawa perbedaan antara Negara Hukum yang dikenal 

pada abad ke-19 dengan Negara Hukum demokrasi. Dengan demikian suatu 

negara hukum adalah negara yang menganut sistem konstitusional atau disebut 

“Rechtsstaat” atau “The Rule of law”,27 

Istilah “rechtsstaat” mulai populer di Eropa sejak abad XIX, walaupun ia 

lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya 

revolusioner, sedang sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara 

evolusioner.28 Mengenai equality before the law, menurut pengertian Dicey 

dikutip oleh Yodi Martono Wahyunadi29 dalam suatu negara hukum, kedudukan 

warga negara dan pejabat pemerintah adalah sama dan tidak ada bedanya di muka 

hukum. Kalaupun ada perbedaan, hanyalah fungsinya. Pemerintah berfungsi untuk 

                                                             
26Donald A. Rumokoy, loc. cit., hal. 14 
27S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 
2003, hal. 8. 
28Philipus M. Hadjon, Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam 
kumpulan Essay Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martoseowignjo, hal. 75; 
29 Yodi Martono Wahyunadi, Disertasi, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 
Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jakarta, 
2016, hal. 24. 
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mengatur sedangkan rakyat diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur 

mempunyai pedoman yang sama yakni undang-undang. Keduanya harus sama-

sama melaksanakan dan tidak boleh melanggarnya. Siapa saja yang melanggar 

hukum akan memperoleh sanksi. Berbicara mengenai human rights yang utama 

adalah : (i) The right to personal freedom ; (ii) The right to freeedom of 

discussion; dan (iii) The right to public meeting ; 

Sebaliknya di negara-negara Anglo Saxon kekuasaan utama dari raja adalah 

memutus perkara. Pengadilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu 

sistem peradilan, sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, tetapi 

bukan melaksanakan kehendak raja. 

Dengan demikian, jika di Eropa daratan bertambah besar peranan 

administrasi negara, maka di negara-negara Anglo Saxon peranan peradilan dan 

para hakimlah yang semakin menonjol. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

di Eropa Kontinental dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan 

administrasi negara, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon dipikirkan langkah-

langkah untuk mewujudkan peradilan yang adil, penahanan yang tidak sewenang-

wenang. 

Berdasarkan sifat-sifatnya yang liberal dan demokratis, rechtsstaat memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat ; 

b. Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan 
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pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan 

kehakiman yang bebas, yang tidak hanya menangani sengketa antara 

individu rakyat dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atau 

undang-undang (wetmatig bestuur) ; 

Ciri-ciri tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral dari 

rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu 

atas prinsip kebebasan dan persamaan.30 Perjalanan waktu membawa perubahan 

pula terhadap konsep rechtsstaat dari konsep klasik (klasiek liberale en 

democratische rechtsstaat) ke konsep modern yang dikenal dengan istilah sociale 

rechtsstaat.  

Konsep klasik rechtsstaat dikenal pula dalam arti yang formal atau sempit. 

Dalam pengertian yang demikian seluruh aktivitas negara diatur dalam Undang-

undang, sehingga tugas suatu negara hukum klasik tidak lebih dari 

mempertahankan dan melindungi hukum tertulis atau sekedar menjaga keamanan 

dalam pengertian yang sempit. Disini, negara tidak lain hanya sebagai “penjaga 

malam” (nachtwaker), sehingga negara hukum dikenal pula sebagai Negara 

Penjaga Malam (nachtwakersstaat). Ide negara hukum31 rechtsstaat ini 

sesungguhnya dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl.  Kant 

memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (nachtwakersstaat). 

Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat 

                                                             
30Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 
hal. 76 
31 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2379/1788 diakses pada tanggal 30 
Januari 2018, pukul 17.34 WIB 
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 Sementara itu, suatu negara hukum modern (sociate rechsstaat) memiliki 

tugas dan kewajiban yang lebih luas dibanding dengan negara hukum dalam 

pengertian sempit. Dalam negara hukum modern, negara bertugas untuk 

mewujudkan kemakmuran serta demi kepentingan seluruh rakyat. Dengan 

demikian, negara hukum modern bertujuan untuk menciptakan Welfare State atau 

Negara Kesejahteraan dan akhirnya menjadi Social Service State, sebab negara 

dibebani tugas servis publik. Menurut Wiryono Projodikoro istilah pemerintah 

mempunyai arti yang sangat luas, yaitu meliputi semua pengurusan negara oleh 

segala alat-alat kenegaraan32 

Dalam tulisannya tentang sistem pemerintahan negara, Soehino 

menyebutkan bahwa, pemerintahan merupakan fungsi Pemerintah. Pemerintah 

dapat berarti pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. 

Pemerintah dalam arti sempit ialah badan yang khusus berfungsi sebagai 

pelaksana kekuasaan pemerintahan negara. Pemerintah dalam arti sempit 

ditentukan dalam hukum positif, khususnya dalam Undang-Undang Dasar atau 

Konstitusi negara yang bersangkutan. Sedangkan Pemerintah dalam arti luas 

pengertiannya meliputi semua badan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan 

negara. Banyaknya badan ini serta kekuasaan apa yang dilaksanakan oleh masing-

masing badan juga ditentukan dalam hukum positif negara yang bersangkutan, 

khususnya dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusinya. Undang-Undang 

Dasar adalah suatu naskah atau kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan 

                                                             
32Wiryono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia.,Dian Rakyat, Jakarta, 1970, 
hal. 62 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

22 

 

dan atau ketentuan-ketentuan pokok atau dasar tentang sistem ketatanegaraan 

negara yang bersangkutan yang sifatnya tertulis, ia menjadi dasar serta pedoman 

pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan praktek ketatanegaraannya, sehingga 

ia memiliki sifat kekal dan luhur, dalam arti bahwa untuk merubahnya diperlukan 

syarat serta tata cara yang khusus serta lebih berat apabila dibandingkan dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya.33 

Untuk membuat peraturan bersama tersebut harus ada petugas yang 

tugasnya membuat peraturan untuk mengatur kehidupan bersama dalam kelompok 

tersebut, agar tujuan dari pada kelompok tersebut dapat tercapai dan terlaksana. 

Tugas tersebut diserahkan kepada petugas yang disebut badan pembuat peraturan 

umum, atau badan perundang-undangan, atau badan legislatif. Peraturan umum 

adalah peraturan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, dan sifat 

kekuasaannya itu adalah umum, artinya kekuasaannya itu meliputi seluruh 

wilayah negara. Apabila sudah ada  peraturannya, tentu ada maksud supaya 

peraturan-peraturan tersebut dilaksanakan, dan untuk ini harus ada petugasnya. 

Tugas untuk melaksanakan peraturan-peraturan ini diserahkan kepada suatu badan 

yang disebut pemerintah atau badan eksekutif, sedangkan tugas mengawasi 

pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut merupakan alat-alat perlengkapan 

negara, atau organ-organ negara. 

Dalam UUD 1945, istilah “pemerintah” digunakan dengan istilah dalam arti 

sempit yaitu Pemerintahan Negara dan Pemerintahan Daerah yang berada dalam 

                                                             
33Soehino, Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 77 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

23 

 

ruang lingkup fungsi lembaga eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, yang 

terpisah pengertiannya dengan fungsi-fungsi lembaga negara lainnya. Tujuan 

Pemerintah adalah mencapai tujuan negara. Menurut Faried Ali dan Nurlina 

Muhidin34 pemerintahan dimaksudkan berada dalam pengertian sempit, ketika 

kegiatan yang dilakukan difokuskan pada kegiatan eksekutif (pelaksanaan 

kekuasaan) sedangkan dalam pengertian luas ketika kegiatan yang 

diselenggarakan tidak saja mencakup kegiatan eksekutif akan tetapi mencakupi 

kegiatan legislatif dan kegiatan yudikatif jika kita lihat pembagian kekuasaan 

dalam pemerintahan didasarkan pada teori tias politika. 

Menurut Philipus M. Hadjon35 pemerintahan dapat difahami melalui dua 

pengertian : disatu pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kegiatan 

memerintah), dilain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari 

kesatuan-kesatuan pemerintahan). Perkembangan Hukum Administrasi Negara di 

Indonesia yang menganut konsep negara hukum Pancasila, tidak dapat dilepaskan 

dari sejarah pertumbuhan Hukum Administrasi Negara (HAN) yang berkembang 

di Eropah Kontinental antara lain Perancis dan Belanda sebagai tempat kelahiran 

cabang atau bidang hukum ini.36 

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah sebagian dari hukum yang 

mengatur tindakan penyelenggara negara (administrasi negara) berdasarkan 

                                                             
34 H. Faried Ali dan Hj. Nurlina Muhidin, Hukum Tata Pemerintahan - Heteronom dan Otonom, 
Rafika Aditama, Bandung, 2012, hal. 28 
35 Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University 
Pres, Yogyakarta, 2011, hal. 6. 
36Zainal Muttaqin, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam 
Negara Hukum Pancasila dan UUD 1945, dalam SF. Marbun, et. all. (Penyunting), Dimensi-
dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 125. 
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kewenangan yang dimilikinya dalam hubungannya dengan rakyat atau warganya. 

Dengan kata lain dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang 

mengatur hubungan pemerintah sebagai administrasi negara dengan rakyat dalam 

rangka pelaksanaan servis publik sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh 

undang-undang dasar. Pandangan terhadap administrasi negara juga disampaikan 

oleh Philipus M. Hadjon37 hukum administrasi bukan satu-satunya ilmu 

pengetahuan mengenai pemerintahan umum. Banyak sekali disiplin ilmu yang 

mempelajari kebijaksanaan pemerintah dan pemerintahan umum. Disiplin ilmu itu 

kita sebut dengan istilah “ilmu-ilmu pemerintahan”. 

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-

instrumen pemerintahan.  Instrumen-instrumen pemerintahan tersebut diperlukan 

agar fungsi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat 

dilaksanakan38 Mengingat sedemikian luasnya aspek kehidupan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat yang digeluti itu, maka sudah barang tentu tidak setiap 

permasalahan yang dihadapi dan tindakan yang akan diambil oleh administrasi 

negara telah tersedia aturannya. Dalam keadaan seperti ini membawa administrasi 

negara kepada suatu konsekuensi khusus, yaitu memerlukan kemerdekaan 

bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama dalam penyelesaian 

soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan 

penyelesaiannya belum ada. 

                                                             
37 Philipus M. Hadjon, op. cit., hal 48. 
38W. Riana Tjandra, Hukum Sarana Pemerintahan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 
21. 
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Dalam pembidangan hukum administrasi terkait dengan tugas negara secara 

umum adalah penganyoman, partisipator masyarakat dan tugas pelayanan, maka 

pemerintah diberikan hak dasar dan terhadap suatu tindakan hukum yang 

dilakukan oleh pemerintahan akibat kekosongan hukum, mencegah kemacetan 

dalam pemerintahan maupun mencari kaidah-kaidah baru pejabat pemerintahan 

dalam menyelesaikan masalah konkret, menurut H. Yusri Munaf39 Hak istimewa 

tersebut disebut dengan freise ermessen.  

Berdasarkan uraian-uraian teori negara hukum tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam suatu negara hukum, eksistensi pengadilan merupakan suatu 

keharusan untuk memberikan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan (fungsi 

eksekutif) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, untuk itu diperlukan 

suatu pendekatan yang bernuansa indepedensi. 

2. Teori Independensi. 

Sebagai mana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa eksistensi pengadilan 

merupakan suatu keharusan untuk memberikan pengawasan terhadap pejabat 

pemerintahan (fungsi eksekutif) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, 

untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang bernuansa independensi, maka 

pendekatan kemandirian mengadili merupakan syarat untuk tercapainya peradilan 

yang agung dan berwibawa. 

                                                             
39 H. Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016, hal. 
22. 
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Pengertian independensi 40  adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita 

tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri, 

tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Contoh 

independensi dapat kita lihat pada organisasi-organisasi tertentu dimana 

keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Dalam 

konteks lain, independensi juga merupakan hak kita sebagai manusia, yang 

memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain. Tentu saja dalam 

pelaksanaannya yang disebut independen juga ada batasan-batasannya. Karena 

suatu lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari 

pihak lain. 

Indepedensi kekuasaan kehakiman atau badan-badan peradilan merupakan 

salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan di 

bawah rule of law sebagaimana pemikiran negara hukum modern yang pernah 

dicetuskan dalam konferensi oleh Internatinal Commition of Jurist (ICJ) di 

Bangkok, Thailand pada tahun 1985.  Dalam konferensi tersebut ditekankan 

pemahaman tentang apa yang disebut sebagai “the dynamic aspect of the rule of 

law in the modern age” (aspek-aspek dinamika rule of law dalam abad modern)41 

Menurut FJ Stahl42 yang dipengaruhi oleh pemikiran liberal Rousseau. 

Unsur-unsur utama negara hukum formal / klasik meliputi : 

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia ; 
2. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politica (pemisahan 

kekuasaan); 
                                                             
40 https://www.academia.edu/4575304/Apa_itu_independensi, diakses pada hari Kamis, 18 
Januari 2018 Pukul. 23:55 
41 Yodi Martono Wahyunadi, op. cit., hal. 50 
42H. Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara, Total Media, Yogyakarta, 2012, hal. 51. 
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3. Pemerintahan didasarkan atas undang-undang ; 
4. Adanya pengadilan administrasi; 

 
Teori pemisahan kekuasaan juga dijadikan sebagai pisau analisis dengan 

asumsi eksistensi dan kemandirian badan peradilan termasuk di dalamnya PTUN 

akan sangat tergantung pada kualitas teori pemisahan kekuasaan yang menjadi 

landasan pembentukan dan fungsi peradilan. 

Konsep pemisahan kekuasaan lahir dari keinginan membatasi kekuasaan 

para raja yang bersifat absolut di Eropa. Ide mengenai pembatasan kekuasaan ini 

dihembuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Montesquieu menggambarkan 

konsep pemisahan kekuasaan meliputi : (a) kekuasaan legislatif,  (b) kekuasaan 

eksekutif dan (c) kekuasaan yudikatif, yang dikenal dengan Teori Trias Politica43 

Tujuan dari Montesquieu semula agar seluruh kekuasaan negara itu tidak dikuasai 

oleh satu orang yang akan menyebabkan pemerintahan otoriter. Namun 

pemisahan yang tajam antara ketiga kekuasaan itu juga bisa menyebabkan otoriter 

di bidang masing-masing bilamana diantara ketiganya tidak ada saling kontrol44 

Persoalan independensi kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) 

merupakan suatu persoalan atau fenomena lama, perlu dicermati bahwa secara 

konstitusional kewenangan bidang yudikatif telah diatur dengan jelas oleh 

karenanya, penyebutan eksistensi peradilan harus diselaraskan dengan pernyataan 

konstitusional dan menurut Bagir Manan45 UUD 1945 menggunakan istilah 

kekuasaan kehakiman sebagai padanan kekuasaan yudikatif, “rechtspraak” atau 
                                                             
43 Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 283 
44 Diana Halim Koentjoro, op. cit., hal. 29 
45 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta 2005, hal. 141 kumpulan 
makalah yang dijadikan buku, dengan judul makalah Suatu Atap Kekuasaan Kehakiman, 
disampaikan dalam Seminar Nasional oleh UNISBA, Bandung, tanggal 6 Maret 2004. 
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“judiciary”, dalam ungkapan sehari-hari atau dalam tulisan-tulisan dijumpai pula 

istilah “kekuasaan peradilan”, “kekuasaan yudisial” atau “kekuasaan yustisial”. 

Sebaiknya dibangun istilah yang baku yaitu “kekuasaan kehakiman” yang disebut 

dalam UUD 1945. 

Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya adalah bebas. Tugas pokok 

kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan 

setiap perkara, kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas untuk mengadili dan 

bebas dari pengaruh siapapun. Sudah menjadi sifat kekuasaan kehakiman bahwa 

kekuasaan kehakiman itu bebas. Baik di Amerika Serikat, Uni Soviet, Belanda 

maupun di Indonesia kekuasaan kehakimannya pada dasarnya adalah bebas, tetapi 

kebebasan kekuasaan kehakiman itu tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan 

kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintah, sistem politik, 

sistem ekonomi, dan sebagainya46 

Berkaitan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, Bagir 

Manan mengemukakan bahwa, kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung 

beberapa tujuan dasar : Pertama, sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan 

atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi 

kebebasan individu. Kedua, diperlukan untuk mencegah penyelenggara 

pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas. Ketiga, diperlukan untuk 

                                                             
46Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ketiga, Liberty, 
Yogyakarta, 2002, hal. 127-128 
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menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan 

perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan 

dengan baik47 

Eksistensi PTUN membuktikan negara Indonesia merupakan negara hukum. 

PTUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga kontrol yuridis terhadap 

tindakan pemerintahan. Hak perlindungan masyarakat akan lebih terakomodir 

dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengatur kompetensi 

PTUN. Pemerintah/penguasa dapat campur tangan dalam penyelenggaraan 

kepentingan umum, sehingga ada kalanya hak individu warga negara dilanggar48 

Indonesia sebagai negara civil law. Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik, 

yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-

undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat 

inkuisitorial. 

Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah 

hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-

peraturan yang berbentuk Undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam 

kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang 

merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat 

diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup 

diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan 

                                                             
47Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 
Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hal. 6. 
48 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hal. 183. 
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berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan hakim dalam suatu 

perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata) 

Dalam teori tentang hirarki peraturan perundang-undangan dalam satu 

kesatuan kaidah hukum, adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-

undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, 

diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan system, asas, tata cara, 

penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan, maupun pemberlakuannya.49 

Dalam tata urutan norma hukum, menurut Stufentheorie dari Hans Kelsen 

dalam bukunya General Theory of Law and State (1945) bahwa hukum mengatur 

pembentukannya sendiri, karena norma hukum yang satu membentuk norma 

hukum lainnya, dan sampai derajat tertentu juga menentukan isi norma lainnya 

tersebut. Pembentukan norma hukum yang lebih rendah, ditentukan norma hukum 

lainnya yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma hukum 

yang lebih tinggi lagi, dan rangkaian pembentukan hukum (regressus) ini diakhiri 

oleh suatu norma hukum tertinggi.50 

Pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945 yang merumuskan tentang cita-

cita luhur bangsa Indonesia, menjadi tanggung jawab negara, dan dalam hal 

                                                             
49Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca – Amandemen Konstitusi, Kencana Prenada Media Group 
Jakarta, 2012, hal. 34-35 
50Hans Kelsen, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum 
Deskriptif-Empirik, Alih bahasa Drs. H. Somarti, BEE Media Indonesia  Jakarta, 2007, hal. 160;  
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pelaksanaan pemerintahan dalam arti sempit diselenggarakan oleh pemerintah 

(eksekutif).  Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah diberi wewenang dalam 

hal mengatur dan menjalankan tindakannya.  Menurut Diana Halim Koencoro51 

yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah semua kegiatan yang bersifat 

eksekutif yang tidak merupakan kegiatan pembuatan peraturan perundang-

undangan (legislatif) dan bukan merupakan kegiatan mengadili (yudikatif) dapat 

dikatakan bahwa urusan pemerintahan adalah urusan public services. 

Menurut pendapat Verhey sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ridwan52 

mengemukakan bahwa het beginsel van wetmatigheit van bertuur mengandung 

tiga aspek yaitu aspek negatif (het negatieve aspect), aspek formiil positif (het 

formeel-positieve aspect) dan aspek materiil positif (het materieel-positieve 

aspect). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah 

(onrechtmatig) jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Aspek formiil positif menentukan bahwa pemerintah hanya mewakili 

kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. 

Aspek meteriil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum 

yang mengkat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan ini harus 

memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya 

ditentukan normanya oleh undang-undang. 

                                                             
51 Diana Halim Koencoro, op. cit., hal. 28 
52 Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Pres, Yogyakarta, 2014, hal. 32 
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Aspek negatif (het negatieve aspect), aspek formiil positif (het formeel-

positieve aspect) dan aspek materiil positif (het materieel-positieve aspect) 

sebagaimana yang diuraikan tersebut merupakan implikasi dari suatu negara 

hukum yang pada intinya menentukan segala sesuatu yang dilakukan oleh organ 

negara (salah satunya eksekuif) haruslah berdasarkan hukum.  Namun dalam 

perkembangan hukum terkait dengan negara kesejahteraan dimana pemerintah 

dituntut untuk melakukan pelayanan publik, dan hal tersebut belum ada 

pengaturannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka disitulah 

pemerintah juga diberi kewenangan yang bersifat freies ermessen atau diskresi. 

3. Teori Diskresi 

Menurut Neufeldt sebagaimana yang dikutip oleh Supandi53 dalam 

tulisannya yang berjudul “Kewenangan Diskresi Pemerintah Dalam Sistem 

Hukum Indonesia” menyatakan pengertian discreation (Inggris) secara bahasa : 

freedom or outhority to make disisions and choises power to judge or act, Alvina 

Treut Burrows menyatakan discreation : ability to choose wisely or to judge one 

self  (kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi 

diri sendiri). 

Istilah diskresi dapat kita temukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP)”. Eksistensi UUAP yang 

terdiri atas 89 Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya 

                                                             
53 Subur (Ed), Bunga Rampai Peradilan Administrasi kontemporer, Genta Pres, Yogyakarta, 2014, 
hal. 29. 
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penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat 

pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan 

aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-

undangan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. 

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau 

dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak 

jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 

Terhadap pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi dan apa yang 

menjadi tujuan diberikannya diskresi tersebut, syarat diskresi, prosedur diskresi 

maupun kewajiban bagi pejabat yang menggunakan diskresi telah disebutkan 

dalam ketentuan UUAP sebagai berikut : 

Pasal 22. 

(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang; 

(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: 

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 

b. mengisi kekosongan hukum; 

c. memberikan kepastian hukum; dan 

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna 
kemanfaatan dan kepentingan umum; 

Pasal 23. 
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Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: 

a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan 
Keputusan dan/atau Tindakan; 

b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan 
perundang-undangan tidak mengatur; 

c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan 
perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan 

d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi 
pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas 

Pasal 24. 

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi 
syarat: 

a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (2); 

b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. sesuai dengan AUPB; 

d. berdasarkan alasan-alasan yang obyektif; 

e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan 

f. dilakukan dengan iktikad baik. 

Pasal 26. 

(1). Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, 
substansi, serta dampak administrasi dan keuangan; 

(2)  Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis 
kepada Atasan Pejabat; 

(3)  Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, 
Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau 
penolakan; 
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(4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan 
alasan penolakan secara tertulis. 

Pasal 27. 

(1)  Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, 
substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah 
pembebanan keuangan negara; 

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau 
tertulis kepada Atasan Pejabat; 

(3)  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi; 

Pasal 28 

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan, 
substansi, dan dampak yang ditimbulkan; 

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan 
Pejabat setelah penggunaan Diskresi; 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling 
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi; 

Pasal 29 

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan 
kepada Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf g. 

Dari ketentuan dalam UUAP tersebut jelas tergambar bahwa penilaian 

terhadap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan tidak lagi bersifat universal 

namun tendensius normatif formal dalam pendekatan positifisme hukum.  Hal ini 

bertentangan dengan semangat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 
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Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi di sini adalah unsur yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun 

penyelenggara negara lainnya. 

E. Konsep Operasional 

Konseptual merupakan definisi operasional dari berbagai istilah yang 

dipergunakan dalam tulisan ini. Secara umum, Pengertian Operasional adalah 

konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. atau 

operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan 

ataupun pekerjaan penelitian. Definisi operasional menurut karakteristik yang 

diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa 

konstruksi dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang 

diamati, diuji dan di tentukan kebenarannya kepada orang lain54 lebih lanjut M. 

Solly Lubis, kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara 

internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari 

bacaan dan tinjauan pustaka.55 

Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan 

penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, maka dirasa 

perlu untuk memberikan batasan judul penelitian, yaitu sebagai berikut: Diskresi 

menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
                                                             
54 http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-operasional-menurut-para-ahli.html 
55 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80. 
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Tentang Administrasi Pemerintahan , dimana diskresi diartikan sebagai keputusan 

dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan 

untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, 

tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi 

pemerintahan. Sedangkan pejabat pemerintahan merupakan pejabat yang oleh 

peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan tindakan 

dan/atau perbuatan hukum. Dalam pendekatan hukum acara yang berlaku di 

PTUN, Badan atau Pejabat Tata Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan 

pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku56 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminidtrasi Pemerintahan 

menentukan Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi 

Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara 

lainnya, Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan 

dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan Kewenangan 

Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak 

dalam ranah hukum publik57 

                                                             
56 Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor  51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
57 Pasal 1 angka (3), angka (5) dan angka (6) Undang-undang Nomor  30 Tahun 204 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
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Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan 

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.58  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini terdiri atas 

penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Hal dimaksud dirumuskan 

sebagai berikut:  

a. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan 

kasus (penelitian hukum in concreto). Metode pendekatan yuridis normatif 

dalam hal ini suatu pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas 

hukum59 Disamping itu digunakan juga pendekatan kasus yaitu pendekatan 

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan khususnya putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini, hukum tidak semata-

mata dikonsepsikan sebagai norma, tetapi juga sebagai produk yang terwujud 

lewat proses judisial dari kasus ke kasus, yang acap disebut “hukum in 

concreto” yang kemudian akan ditarik suatu asas hukum. Kumpulan putusan 

                                                             
58 Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor  51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
59 Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 51 
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Hakim yang mengakhiri perkara macam ini disebut jurisprudentie dalam 

bahasa belanda dan judge made laws dalam tradisi hukum di negeri-negeri 

penganut common law system60 

b. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriftif dan preskriptif analitis. 

Deskriftif karena penelitian ini akan menggambarkan bagaimana keputusan 

diskresi telah dilaksanakan oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan, serta 

menggambarkan bagaimana pengujiannya dilakukan oleh Pengadilan Tata 

Usaha Negara, kemudian Putusan-putusan Pengadilan tersebut dianalisis guna 

menyebutkan penelitian hukum normatif mencakup : Penelitian terhadap asas-

asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum menemukan asas-asas hukum 

baru yang dapat memperkaya kajian futuristic mengenai hal-hal apa saja yang 

seharusnya diatur di dalam peraturan pemerintah mengenai diskresi pejabat 

administrasi pemerintahan yang bukan merupakan angan-angan kosong belaka 

akan tetapi asas-asas hukum yang ideal tersebut harus dapat untuk diterapkan 

oleh karenanya bersifat preskriptif. 

c. Data dan Sumber Data. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam hal 

keputusan diskresi yang diterbitkan oleh pajabat administrasi pemerintahan, 

diperoleh melalui pihak yang berperkara atau kuasanya yang menjadi berkas 

                                                             
60 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 94 
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perkara yang diajukan sebagai bukti di Pengadilan, sedangkan putusan 

pengadilan diperoleh melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pekanbaru. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya 

diperoleh dengan cara studi pustaka61 

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga 

mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang 

dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai 

sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang 

sumber data utamanya adalah data primer.  Data sekunder merupakan data 

yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready made). Adapun 

sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian 

hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan hukum primer. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan 

yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Bahan hukum sekunder 

                                                             
61 Soerjono Soekanto, op. cit., hal 12 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 

41 

 

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-

teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, 

maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder 

pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan 

terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk 

pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. 

Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat 

dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk 

sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan 

narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan 

hukum primer. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, 

kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya. 

d. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan. 

Pengumpulan data dimaksudkan agar diperoleh data yang berhubungan erat 

dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Untuk mencapai tujuan 

penelitian tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai 

berikut : 
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1. Mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap paham dengan 

pengujian diskresi pejabat pemerintahan seperti Hakim Agung di MA-RI 

(Ketua Kamar Tata Usaha Negara), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 

(KPTUN Pekanbaru), Hakim-Hakim yang memeriksa dan memutus 

sengketa TUN yang Putusannya menggunakan penilaian atas Diskresi 

Pejabat Tata Usaha Negara, serta pihak-pihak lain yang penulis anggap 

berkompeten untuk dikaji lebih lanjut dalam Tesis ini. 

2. Menghimpun keputusan-keputusan diskresi yang diterbitkan oleh 

Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang digugat oleh orang atau 

badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. 

3. Menghimpun literatur-literatur hukum yang ada kaitannya dengan 

keputusan diskresi dan ada kaitannya dengan pengujian oleh Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

4. Menghimpun Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya 

Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya menguji 

keabsahan dan legalitas keputusan diskresi. 

5. Menganalisis dan menemukan asas-asas hukum dari Putusan-Putusan 

Peradilan Tata Usaha Negara yang menguji keputusan diskresi. 

6. Mengkaji secara futuristik/prospektif mengenai hal-hal apa saja yang 

seharusnya ditata di dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

diskresi pejabat pemerintahan. 
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Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu 

suatu analisis non-statistik atau non-matematis. Metode ini bertujuan untuk 

memahami atau mengerti gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan 

pada permasalahan, khususnya mengenai penerbitan keputusan diskresi yang 

telah dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan, pengujiannya oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan kajiannya futuristik/prospeknya 

untuk peraturan perundang-undangan mengenai diskresi pejabat adminisrasi 

pemerintahan. Permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan peraturan 

perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, serta pendapat para ahli hukum. Untuk 

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas akan digunakan metode 

berpikir induktif yaitu metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang 

bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 
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